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KEMITRAAN AGRIBISNIS
UNTUK MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT

Endry Martius

Absitract; Partnership in agribusiness that is rypically interpreted as a eom-
tractual farming betiween the farmers and their partners seems to be a pre-
tending partnersiip. Therefore, os thelr partnership only presents an ex-
ploitative type of relationships, farmers’ inferest in Increasing their pros-
perity would be fitfully and randomly o cope with. After observing prece-
dence of agribusiness partnership in West Sumatra, this paper proposes an
ideal scheme of partnership for fully integrated agribusiness system. In this
scheme, the faormers and their partners have to sharve costs and benefits im-
plied by the agribusiness system, as the consequences of their fagetherness
in handling the risks both In the on-farm and in the off-farm. Therefore, the
real focus af the government’s infervention and policy is to promote such a

kind of partnershin,

Kata Kuneci: kemitraan, usahatani-bersama, sistem agribisnis bersama.

PENDAHULUAN

Apar ekonomi rakyat, terutama
petani kecil, dapat tumbuh dengan se-
mestinya, tindakan perbaikan ekonomi
petani haruslah bisa dilakukan sebagai
bagian yang integral dalam sistem agri-
bisnis. Dengan begini, keberhasilan dari
agribisnis ditandai oleh adanya kemi-
traan antara seluruh pelaku pertanian
(stakeholders) dan adanva perbaikan
ekonomi petani kecil sendiri.

Kemitraan antara  perusahaan
pertanian dan petani kecil dinilai seba-
gai salah satu pendekatan vang paling
prospektif dapat mengangkat ekonomi
petani dimaksud. Diasumsikan hahwa
dengan kemitraan tersebut petani kecil
bisa diskenariokan untuk mendapat ba-
gian nilai tambah vang lebih besar dari
suatu nsaha pertanian. Hanva saja pen-
dekatan kemitraan semacam ini masih
sering diterapkan secara reduktif dalam
corale usahatani-kontraktual (eontract
Sfarming} ataupun  usahatani-bersama

(share forming). Corak pertama meng-
hadirkan jaringan atau tatanan hubung-
an atau relasi kepentingan yvang bersifat
kontraktual antara pelaku-pelaku pada
tingkat usahatani. Corak kedua, usahata-
ni-bersama, merupakan pertanian kon-
traktual khusus vang menghadirkan ta-
tanan hubungan berbagi tugas, tang-
pungjawab dan resiko berusahatani se-
bagal wujud dari hubungan-hubungan
kontraktual.

In Sumatera Barat, corak usaha-
tani kontraktual {termasuk juga, con-
tract selling) maupun usahatani-bersa-
ma banvak dipakai sebagai standar ke-
mitraan antara perusahaan pertanian
dan petani kecil. Meskipun berkembang,
corak  usahatani-kontraktual bukannva
tanpa persoalan karena masih memperli-
hatkan kinerja vang masih acak, Khusus-
nya untuk keperiuan perbaikan ekonomi
petani keeil ditemukan persoalan yang
inheren dalam kemitraannya, vaitu yang
perpangkal dari sempitnva lingkup ke-
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mitraan yang hanya untuk memperbaiki
metoda produksi petani kecil. Padahal
soal buruknya ekonomi petani keeil lebih
banyak ditentukan oleh relasi-relasi be-
bas di luar kegiatan produksi vang bah-
kan non-pertanian pula. Sehubungan
dengan ini, agaknya diperlukan konsep
kemitraan yang lebih holistik, Corak usa-
hatani-kontraktual hanya bisa dianggap
sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan
antara perusahaan pertanian dan petani
kecil. Berdasarkan pengalaman pada
usahatani-kontraktual, tulisan ini heru-
paya meletakkan gagasan dasariah dari
sebuah replika kemitraan yang lebih ho-
listik yang disebut dengan 'sistem agri-
bisnis-bersama’' (share system of agri-
business). Corak kemitraan ini berasum-
si bahwa sistem agribisnis adalah sebuah
tubuh yang mengakui sub-subsistemnya
sebagai organ-organ hidup vang sama
penting kedudukannya. Dengan asumsi
tersebut, seluruh manfaat dan biaya dari
usaha-usaha dalam suatu sistem agribis-
nis diakui sebagai konsekuensi sistemik
vang harus dipikul bersama (sharing).
Harapan terhadap corak kemitraan se-
perti ini ialah untuk memprotek keren-
tanan petani dari pengaruh relasi-relasi
bebas dan spekulatif dalam perdagangan
input dan output pertanian.

PRESEDEN KEMITRAAN
AGRIBISNIS

Esensi dari suatu sistem agribis-
nis yang baik adalah melakukan upaya
peningkatan nilai tambah produk perta-
nian dan kemudian mendistribusikannya
kembali secara adil kepada pelaku-pela-
ku pertanian. Nilai tambah produk per-
tanian hanya mungkin terjadi apabila
pembenahan bentuk produk serta tem-
pat dan waltu penyediaan produk bisa

dilakukan sesuai dengan preferensi kon-
sumen. Agenda ini merupakan upava
mewnjudkan sistem agribisnis vang ter-
integrasi secara vertikal dengan mencip-
takan keterkaitan yang kuat dan efektif
baik ke-belakang ataupun ke-depan
(strong and effective backward and
forward linkages) dalam suatu rangkai-
an bisnis pertanian yang mencakup hi-
dang-bidang usaha yang sangat luas-
mulai dari subsistem pra-produksi, pro-
duksi, pengolahan hasil sampai sub-
sistem pemasaran (Wiryokusumo, 19g97).
Termasuk juga ke dalam keterkaitan ini
ialah subsistemn vang menecakup bidang
usaha pelayanan seperti perbankan, ang-
kutan, asuransi, penyimpanan, peneli-
tian, penyvuluhan, serta perundang-
undangan dan kebijaksanaan pertanian
{Sudiryanto, 1993 dalam Setiajie dan
Adiyoga, 1997). Hanya saja fungsi agri-
bisnis vang kedua, yaitu pendistribusian
nilai tambah produk pertanian secara
adil kepada pelaku-pelaku pertanian,
tidak otomatis masuk dalam agenda in-
tegrasi vertikal tersebut. Jika pelala bis-
nis pada setiap subsistem agribisnis he-
terogen maka kedudukan pelaku-pelaku
bisnis akan tidak setara. Akan ada ke-
mungkinan salah satu segmen pelaku
bisnis mempunyai kedudukan vang kuat
sementara yang lainnya lemah., Dalam
situasi ini integrasi malahan akan men-
ciptakan struktur keterkaitan eksploita-
tif, bukan strultur kooperatif (kerjasa-
ma) yang sebenarnya justru diperlukan
untuk mencapai hubungan vang sama-
sama menguntungkan antara semua pe-
laku-pelalu bisnis. Berhadapan dengan
situasi seperti ini pengembangan kope-
rasi pertanian adalah snatu kemestian,
Tujuan utamanya izlah melindungi seg-
men-segmen pelaku bisnis vang kedu-
dukannya paling lemah dari perseteruan
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kepentingan setelah adanya keterkaitan
sub-subsistem agribisnis,

Kedudukan apribisnis di Indone-
sia agak spesifik ketimbang di nepara-
negara lain. Hal ini tidak terlepas dari
sejarah pertaniannya sendiri vang me-
wariskan struktur dualistik antara perta-
nian rakyat atau petani kecil dengan per-
usshaan pertanian, vang masih tetap
menonjol sampai sekarang meskipun
perusahaan pertanian tidak lagi tampil
sebagai perkebunan negara tetapi juga
sebagai perkebunan swasta, Gejala vang
terkait dengan pembahasan tulisan ini
ialah bahwa struktur dualistil ity ternya-
ta telah memperkuat fungsi tradisional
pertanian rakyat (petani kecil) pada sub-
sistem produksi—yaitu melaksanakan
kegiatan-kegiatan untuk menghasillan
bahan mentah atau menvediakan bahan
baku, tenagakerja murah bagi operasio-
nalisasi perusahaan perkebunan yang
mungkin sekaligus sebagai perusahaan
multinasional. Disamping pertanian rak-
vat pada umumnya tidak mempunyai
fungsi optimum pada pengolahan hasil
ataupun pemasaran, vang sebenarnya
dapat memberi nilai tambah ekonomi
kepada petani, ternyata keuntungan per-
tanian rakyat itu sendiri cenderung dipu-
langkan ke, atau tertumpuk pada, negara
asal perusahasan perkebunan tersebut
(repatriasi) (lihat Yustika, 2o06).

Khususnya di Sumatera Barat,
struktur pertanian dualistik ternvata ti-
dak =aja berbekas pada ketidal-utuhan
fungsi apribiznis pada pertanian rakvat
tetapi bahkan telah menciptakan dife-
rensiasi pertanian vang membedakan
kedudukan petani kecil atau pertanian
rakyat denpan pertanian kapitalis (peru-
sahaan pertanian). Pertanian rakyat ter-
desain sebagai pemasol: pangan suja se-
mentara perusahaan pertanian meng-
usahakan tanaman ekspaor, dan ini sudah
terdiferensiasi jauh dalam kehendsk po-

litik sejak pemerintahan kolonial. Paling
tidak sampai awal abad 2o—sebelum
politik  etis dalam bidang pertanian
dijalankan— pertanian rakyat memang
dirancang untul mengamankan keter-
sedisan pangan terutama beras secara
lokal maupun nasional (Hutapea 1gg:3,
lthat pula Booth, 1976). Di Sumatera
Barat, pada waklu itu, pertanian ralovat
diposisikan sebuagai piranti sistem ke-
amanan pangan untuk fujuan menjamin
pasok beras bagi pendudul di dasrah-
daerah penghasil kopi dan bagi pekerja
di perkebunan negara. Harga beras di-
upayakan serendah mungkin agar pene-
rimaan pemerintah kolonial dari perke-
bunan negara ataupun dari perkebunan
ralvat dapat dimaksimalkan {Ambler,
1980,

Dalam konteks struktur pertanian
vang masih tetap dualistik tersebut,
keberhasilan agribisnis amat ditentukan
oleh seberapa jauh pertanian rakyvat (se-
bagai subsistem agribisnis) benar-benar
dapat diintegrasikan ke dalam sistem
agribisnis. Dari sudut pandang ini tidak
boleh ada dikotomi antara pertanian
rakvat wversus perusahaan pertanian.
Selanjutnyva, karena perusahaan perta-
nian sudah pada posisi mampu menja-
lankan fungsi lanjut agribisnis (interme-
diate functions of agribusiness) maka
dizgsumsikan proses integrasi pada gilir-
annya akan menyebablan pertanian
rakyat (petani) dapat memperoleh kem-
bali sebahagian hesar dari nilai tambah
vang akan tercipta dari produk pertanian
mereka, Namun tetap saja tersisa perta-
nyaannya: mekanisme inteprasi macam
apa yang mesti dilakukan agar nilai tam-
bah produk pertanian tersebut bisa di-
wujudkan dan kemudian hisa pula dinik-
mati oleh petani?

D Sumatera Barat, pengintegra-
gtan pertanian berkonotasi mewujudkan
kemitraan antara perusahaan pertanian
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dengan petani-petani kecil. Keduanva
secara bersama, meskipun dengan peran
masing-masing vang berbeda, dirancang
untuk dapat mengendalikan keseluruhan
rangkaian sistem agribisnis, Dari segi
teoritik, kemitraan ini dianggap ideal
dan akan mampu memecahkan masalah
klasik yang dihadapi oleh pelaku ekono-
mi rakyat, vaitu dalam pemasaran, per-
modalan dan teknologi {(Soetrizsno, 1995
dalam Kismantoroadji, 1996),

CORAK KEMITRAAN

Acuan kemitraan yang umum di-
pakai di Sumatera Barat bercorak usaha-
tani-kontraktual atau bahkan sekedar
pemasaran produk secara kontraktual
(eontract selling). Dalam corak ini, per-
tanian rakyat (petani kecil) berperan
sebagai pelaku bisnis yang menjalankan
bidang-bidang usaha di tingkat usahata-
ni atau pada subsistem produksi saja.
Dengan begitu, petani mempunyai hak
mendapatkan kredit input-input pertani-
an beserta bimbingan pelaksanaan per-
tanian, termasuk dari perusahaan per-
tanian. Sejalan dengan itu, perusahaan
pertanian (swasta) diposisikan sebagal
" mitra penghela, yang mempunyai kewe-
nangan membuat rencana umum bisnis
serta menjalankan bidang-bidang usaha
vang termasuk ke dalam subsistemn pe-
ngolahan dan pemasaran produk perta-
nian. Sementara itu, pemerintah beserta
kalangan swasta tertentu memainkan
peran mamfasilitasi hubungan kemitra-
an itu sendiri dengan menjalankan bi-
dang-bidang usaha vang tercakup pada
subsistem  pelayanan, MNamun dalam
prakteknya pemerintah tidak jarang se-
kaligus juga melakoni peran yang sama
persis dengan peran perusahaan per-
tanian,

Kemitraan usahatani-kontraktual,
dengan segala ragamnya, sudah diprak-
tekkan di beberapa tempat di Sumatera

Barat. Misalnya saja: (a) kemitraan PIR
Kelapa Sawit Pasaman Barat sejak awal
tahun 1080-an, yaitu antara petani plas-
ma dengan perusahaan perkebunan
BUMN (nama szemula, PTP V1), (b) ke-
mitraan penangkaran benih padi di be-
berapa kabupaten, vaitu antara petani
dengan Cabang PT Sang Hvang Sri Lu-
buk Alung, dan; {c) kemitraan bisnis
sayuran eksklusif antara pemasok sayur-
an dengan petani untuk kebutuhan
hotel-hotel dan pasar luar daerah dan
luar negeri. Dalam format vang agak
khusus, corak usahatani kontraktual ini
hisa pula dilihat pada Provek Pengem-
bangan Perkebunan Raloat Sumatera
Barat (P3RSB} di bidang bisnis perta-
nian karet di Kabupaten Dharmasrayva
vang telah dijalankan sejak akhir 1970-
an, Dalam disain P3RSBE, peran mitra
perusahaan  pertanian  dilakoni  oleh
Dinas Perkebunan, Selanjutnya, secara
sporadis sudah pula dipraktekkan usa-
hatani-kontraktual dalam corak agak
khusus dimana koperasi pedesaan mem-
berikan pelayanan sarana produksi dan
pemasaran produk dari usahatani padi
sawah, usaha perikanan air tawar dan
usaha perunggasan masyvarakat. Pada
subsektor perunggaszan, koperasi bahkan
telah difungsikan sebagai perusahaan
mitra pengehela.

Sepanjang dua dekade terakhir,
kemitraan telah diprakiekksn dalam
bentuk penvertaan maodal oleh kalangan
investor (dunia usaha). Kemitraan baru
ini secara konseptual disebut juga seba-
val usahatani bersama. Mengapa dika-
takan demikian adalah karena petani
dan penyerta modal secara normatif ber-
bagi tanggungjawab (resiko) dan obligasi
untuk keselurnhan pekerjaan vang ter-
cakup pada seliap subsistem agribisnis.
Keterpengaruhan yang muncul sebagai
akibat dinamila perkembangan bisnis
ditanggung secara bersama-sama pula.
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Jika bisnis penyertaan modal gagal, oto-
matis kedua pihak akan menanzgung
resiko kerugian. Penvertaan modal oleh
mitra penghela biasanva dialchir apabila
usaha masyarakat vang menjadi Perusa-
haan Pasangan Usaha-nya (PPU) telah
berkembang kuat dan bisa beroperasi
secara mandiri. Dan setelah itu hubung-
an kemitraan bisa saja diobah menjadi
tontract selling’ (ikatan dalam pema-
saran produk) saja karena dinilai akan
lebib efektif.

Praktek usahatani (usaha)-bersa-
ma, yang pernah menonjol ialah apa
vang telah dilakukan oleh Sarana Suma-
tera Barat Ventura (SSBV), vaitu sebuah
Perusahaan Modal Ventura (PMV) bina-
an Pemerintah Daerah, vang menyerta-
kan modalnya pada berbagai bisnis ma-
syarakat yang berskala keeil dan belum
berkembang, Sayangnya meskipun are-
na bisnis 85BY terzebut sudah semakin
bervariasi, tetapi singgungan dan penga-
ruhnyva terhadap pertanian ralyat agak-
nya masih tetap amat terbatas, Disam-
ping itu, share forming’ vang dipraktek-
kan oleh 8SBV tidak menunjukkan per-
bedaan vang berarti dengan usahatani-
kontraktual.

KEMITRAAN: ANTARA HARAPAN
DAN KENYATAAN

Eksistensi dan kinerja kemitraan
mesti dilihat dalam konteks keberha-
silannya meningkatkan nilai  tambah
produk pertanian rakyvat dan sekaligus
dapat meningkatkan kesejahteraan pe-
tani. Keberhasilan tersebut amat diten-
tukan oleh keberhasilan dalam mencip-
takan sistem agribisnis yvang meogin-
tegrasikan serangkaian  bidanz-bhidang
usaha yang terkait secara efeldif, ke-
belakang maupun ke-depan. Dalam tu-
lizan ini yang mejadi perhatian ialah
apakah melalul corak kemitraan yang
sudah dipraktekkan pada sistem agri-

bisniz selama ini telah berdampalk pada
pemberdayaan pertanian rakvat? Dan
jika belum, apa masalahnyva dengan ke-
mitraan tersebut?

Kemitraan dalam agribisnizs me-
merlulan  kesiapan pihak-pihak vang
bermitra vaitu petani dan perusahaan
pertanian, kesiapan pemerintah  serta
dukungan lingkungan yang lebih luas.
Secara mekanis kemitraan merupakan
proses penghelaan pertanian rakvat dari
kondisi tertentu ke kondisi vang lebin
efisien dan kompetitif. Penghelaan dila-
kukan oleh perusahan pertanian (mitra
penghelal vang secara teknis-biznis per-
tanian diasumsikan unggul dan siap se-
bagal penghela. Namun agar kemitraan
bisa diwujudkan, kelembagaan yang
mengatur (berupa organisasi dan aturan
vang mendasari perilaku  pihalk-pihak
vang bermitra) mesti selalu diperkuat
untuk menumbubkan komitmen perusza-
haan pertanian sebagai mitra penghela,
Pembenahan kelembagaan ini pada da-
sarnva dimulal dengan mengidentitikasi
tantangan dan masalab vang memung-
kinkan perusabaan pertanian  gagal
menjalankan fungsi penghela serta ma-
salah vang dihadapi pertanian rakvat
untuk dapat berfungsi sebagai PPU,
Dengan memahami masalah  tersebut
bisa diciptakan sistem insentif vang
mantap untuk mendukung kelangsungan
kemitraan,

Secara kualitatif, kemitraan vang
telah dipraktekkan di Sumatera Barat
bisa dikatalkan belum mencapai harap-
an. Gejalunva, pertama hisa dilihat dari
sempitnyva kawaszan kemitraan (domain
af patnership) itn sendiri, Misalova saja,
uszhatani-kontraliual tetap amat jarang
dipakai selain pada PIR perkebunan.
Kalau mau lebih dicermati, PIR itu sen-
dirt bahlkan tidak muodah untuk di-akses
oleh penduduk setempat, Tampakioyva,
eksistenst PIR masih sejauh untuk men-
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dukung program transmigrasi dan pe-
ngembanpan pertanian di kawasan-lka-
wasan baru (frontier agriculbural devel-
opment). Kedua, pada sebagian wilayvah
vang telah mempraktekkan kemitraan,
terbukti bahwa penghasilan ataupun ke-
sejahteraan pelalku ekonomi rakvat tidak
meningkat secara signifikan, kecuali ter-
jadi pertumbuhan ekonomi semu tanpa
dapat diketahui dengan jelas “siapa” dan
“golongan mana” yang sesungguhnova
bertambah penghasilannva, seperti seca-
ra aktual bisa dicermati di wilayah
PaR5B. Produktivitas dari pertanian rak-
vat (PPU kemitraan} di lokasi itu boleh
jadi telah meningkat tetapi ternyata ti-
dak otomatis berpengaruh pada kesejah-
teraan petani. Dengan kehadiran PaRSE,
ekonomi rumahtangga sebagian pendu-
duk asli justru semakin sulit (lihat Helmi
dkk., 1097 dan Martius dkk., 2006). Ge-
jala ini memang tidak menunjuk kele-
mahan P2RSE dan praktek kemitraan-
nya secara langsung, tetapl paling tidak
dengan gejala tersebul ada pertanda
bahwa kemitraan (apapun coraknva) ti-
dalk berjalan sendiri dan tidak dapat pula
berhasil dengan sendirinva, Ternvata ba-
nyak faktor lain vang sebenarnya juga
menentukan kesejahteraan petani yang
selama ini justru lupa diperhatikan.
Selanjutnya, mengimplementasikan ke-
mitraan berdasarkan Jullak dan Juknis
PaRSE serta acuan resminva (official
guideline of patnership) secara kaku dan
tidak reflektif agaknva hanva menon-
jolkan karalter top-down P3RSE i
sendiri. Dan inilah yang kemudian justru
menjadi blang vang menentukan kinerja
PaRSB ketimhang aspek kemitraannva
sendiri.

Sebenarnya kedua gejala di atas
adalah hal vang lumrah pula dijumpai
pada berbagal praktek kemitraan di
daerah-daerah lain. Sebelumnva, melalui
pengamatannya vang lebih luas, Wibowo

s 2o, Roll r-

{1997) menyvimpulkan bahwa capaian
kemitraan yang tidak sesuai dengan yang
diharapkan amat jelas kelihatan pada
hisnis masyarakat (PPU) vang tidak juga
kunjung tumbuh berkembang., Tanda-
tandanva adalah (a) produktivitas PPU
masih tetap rendah, (b) efisiensi produk-
si (teknologi) belum memadai, (¢) pro-
duk tidak bersaing dalam segala sepi-
karena lualitas produk masih rendah,
kontinuitas suplainva belum  terjamin
dan masih untuk on tme delfvery, (d)
sumberdava manusia belum meningkat,
dan (e} koperasi belum juga tumbuh dan
menguat.

Kegagalan kemitraan biza pula di-
cermati pada sisi mitra penghela. Asumsi
bahwa mitra penghela secara teknis-bis-
nis sudah kuat ternyata tidak selalu bisa
dipakai. Misalnva saja, kebanvakan pe-
nvebab  kegagalan kegiatan agribisnis
justru alah keterbatasan modal perusa-
haan mitra penghela itu sendir], Sering-
kali komitmen untuk memampung pro-
dulksi petani tidak dapat ditepati oleh
peruzahaan mitra penghela karena ke-
terbatasan  kapasitas dan  modalnya.
Lebih parah lagi apabila mitra penghela
tersebut tidak mempunvai dava untuk
mengendalikan fAuktuasi harga produk
pertanian, sehingga ketika harga berlaku
rendah, otomatis yang paling dirugikan
secara kualitatif adalah petani. Dan ini
seringkali merusal kemitraan,

Selanjutnyva, kemitraan pada ta-
fanan pasar komoditas pertanian yang
mengarah pada monopoli biasanya ra-
pith, Pengalaman pada P3RSB memper-
lihatkan Lkecenderungan petani untuk
mengingkari pemasokan produknya ke-
pada  perusahaan  penampung  yang
ditunjuk oleh pemerintah secara resmi.
Sebahagian petani dengan sengaja me-
rusak ikatan kerjasama manakala per-
usahaan yang ditunjuk resmi oleh peme-
rintah untuk merampung produk petani
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telah dengan semena-mena meng-klaim
pasokan produk dengan harga di bawah
standar. Petani tidak ragu-ragu menjual
produk pertaniannya ke pedagang-peda-
gang pengumpul vang sebenarnya bero-
perasi secara liar atau tanpa izin.

Namun demikian, ternyata yang
paling tidak memenuhi harapan dari
semua preseden kemitraan ialah tidak
terwujudnya integrasi agribisnis vang
benar-benar efektif. Corak kemitraan
usahatani-kontraktual maupun nsahata-
ni-bersama hanya mewunjudkan integrasi
parsial. Berikut dapat diilustrasikan ben-
tuk integrasi vang terjadi oleh masing-
Masingnya.

‘Usahatani-kontraktual’. Da-
lam corak ini, ternyata integrasi mitra
penghela dengan PPU-nya tidak sampai
berkenaan dengan prinsip-prinsip mem-
berdayakan PPU-nya. Yang tenjadi ha-
nya sebatas kontrak-kontrak penyediaan
input dan jaminan untuk menampung
produk petani saja. Dalam situasi harga
komoditas pertanian vang sudah dipatok
dalam kontrak, amat sedikit peluang
bagi petani untuk meraih nilai tambah
sebesar margin nilai produk yang ditim-
bulkan oleh peningkatan efisiensi usaha-
nya, kecuali apabila petani-petani terse-
but terorganisir dalam organisasi kope-
rasi vang mempunyai kemampuan teknis
dan politis untuk memperjuangkan ke-
pentingan petani. Namun konsekuen-
sinya, format kemitraan yang terwujud
sebenarnya adalah antar-organisasi yaitu
antara perusahaan pertanian [(atau,
swasta) dengan koperasi pedesaan (mi-
salnya, KUD). Akibat selanjutnya, tan-
tangan untuk segera dapat mereplikasi
segala aspek teknis-bisnis dan perusa-
haan pertanian (swasta) pada pertanian
rakyat atau individu petani akan sema-
kin berat, karena tanggungjawab lang-
sung untuk membina petani dalam men-
jalankan usaha pertanian rakyat tertum-

pang pada koperasi pedesaan, bukan
pada perusahaan swasta. Dorongan bagi
perusshaan swasta untuk menumbuh-
kan usaha masyarakat (pertanian rakyat)
tidak akan optrimal karena dibunglus
oleh desain hubungan vang pada dasar-
nya melindungi perusahaan swasta dan
resiko pengingkaran petani.

Dalam rancangan ini, perusahan
mitra penghela mempunvai peluang un-
tuk hanya memainkan peran seadanya
sebatas kepentingan untuk melindung]
investasinya vang tertanam dalam atau
melalui  koperasi. Dilema berikutnva
ialah bagaimana mungkin koperasi pe-
dezaan dapat menjadi tumpuan perju-
angan petani apabila kedudukan kope-
rasi ity sendiri sebenarnyva lemah, tidak
mandiri dan selalu kesulitan dalam: (a)
memelihara kontiniutas hahan baku; (k)
mengendalikan mutu produk, penguasa-
an teknologi hasil pertanian, penguasaan
informasi dan permintaan pasar, persa-
ingan pasar; (c) menghimpun modal
usaha; (d) mengembangkan dan menda-
vagunakan sumberdava manusia; (e
mendidik kader-kader agribisnis dan se-
terusnya (lihat Wibowo, 1997 dan Rusidi
1992 dalam Kismantoroadji, 1096).

‘Usahatani-bersama’. Meski-
pun corak kemitraan ini dalam praktek-
nva belum dijalankan secara konsisten,
dan bahkan cenderung sama saja dengan
usghatani-kontraktual, namun secara
konseptual sebenarnya mempunyai prin-
sip-prinsip vang jelas bagi pemberda-
yaan petani. Tidak ada peluang salah sa-
tu pihak yang bermitra akan lebih diun-
tungkan ketimbang vang lainnya, atau,
satu dirugikan sementara yang lain diun-
tungkan. Alasannya adalah karena ran-
cangan kerjasama antara mereka tidak
dibingkai oleh jaminan pemasaran de-
ngan harga dipatok tetapi lebih jauh lagi
oleh rancangan herbagi tugas dan tang-
gungjawab atau resiko pada usaha secara
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keseluruhan, Dalam konsep ini, kawasan
otoritas (authoritative domain) dari or-
ganisasi koperasi akan melinghupl ze-
mua pihak-pihak vang bermitra (perusa-
haan dan petani) dalam satu kesatuan
sistem agribismis, dan prinsip-prinsip
koperasi sekaligus dijadikan acuan da-
lamn thatan kerjasama. Eksistensi organi-
sasi koperasi dalam hal ini adalah untul
mewujudkan integrasi agribisnis agar
dapat menghadapi persaingan bisnis
pertanian pada seting vang lebib luas
dan kompleks (lihat Wiryokosumo,
19497).

CATATAN PENUTUP: MENUJU
SISTEM AGRIBISNIS-BERSAMA

Perseden  menunjukkan  bahwa
wujud kemitraan cenderung diterjemah-
kan secara final dalam bentuk usahatani-
kontraktual, ataupun pemasaran produk
secara kontraktual, padahal dengan de-
mikian integrasi dalam suatu  sistem
apribisnis justru tidak dapat mencipta-
kan struktur kerjasama antara pihak-
pihak yang bermitra. Atau, dengan se-
butan lain, malahan akan menciptakan
struktur vang ‘eksploitatif’. Semestinya
kemitraan dipahami dalam kerangka un-
tuk tujuan integrasi agribisnis vang sam-
pai pada situasi dimana antara kompo-
nen-komponen atan sub-subsistem agri-
bisnis tidak lagi berkompetisi satu sama
lainnya.! Pada agribisnis vang sudah ter-
integrasi, faktor-faktor produksi yaitu
sumberdaya alam, modal, teknologi dan
tenagakerja akan tetap bergerak dari dan
antara pelaku agribiznis secara global te-
tapi tidak lagi antara pengusaha dan pe-
tani dalam satu sistem agribiznis. Pengu-
saha dan petani sudah menjadi satu

tIntegrasi agribiznis, dalam stouktur masyarakat
vang eksploitatif, telah dibabas sebagai sebosh
kondizsi ketidak-adilan sosial dalam kategori vang
dizebut sebagai ketidak-adilan  sgraris  {lihat
Martius 2008

kesatuan, Mereka secara bersama-sama
menggeralklkan jasa, barang dan sumber-
daya dari produksi sesuai dengan prefe-
rensi bersama yang dinilai paling efisien
dan menguntungkan. Penciptaan kondisi
ini adalah imperatif untuk tujuan me-
nyatukan energi agribisnis dalam meme-
nangkan kKompelisi vang linghupnya le-
bih Ieas lagi, Corak kemitraan vang di-
anggap ideal untuk mewnjudkan integra-
si agribisniz yang menyeluruh tersebut
ialah dengan menggunakan rancangan
berbagi tugas dan tanggungjawab antara
pihak yang bermitra {share system), ti-
dak saja dalam corak usahatani-hersama
dalam ranah usahatani (farming'’s do-
main), tetapi juga dalam sistem vang
lebih besar vaitu berupa ‘sistem agri-
bisnis-bersama’ dalam ranah agribisnis
(agribusinesses” domain) dan juga ranah
sistem pertanian.

Dalam ranah agribisnis (sistem
vang lebih hesar), struktur berbagi tugas
dan  tanggungjawab  menunjuk  pada
pembagian peran stakeholders antara
pemerintah, masyarakat dan  dunia
usaha, Dari sudut ekonomi makro,
struldur peran dari stakehalders bisa di-
amati dalam tiap variabel makro seperti
tabungan, investasi, ekspor, impor, dan
seterusnya, dan dengan demikian parti-
sipasi masing-masing pihak ditunjukkan
oleh kontribusinva terhadap tzbungan
dan investasi dalam negeri. Permasalah-
annyva selkarang, apakah benar partisi-
pasi masing-masing pihak memang ah-
sah divkur secara demikian? Ini tidak
mudah difawab, dan untuk lebih tepat
harus dijawab pada sudut ekonomi po-
litik (lihat Mustopadidjaja AR, 1996 dan
Rachbini, 19a6).

Di loar perkembangan  kondisi
makro ckonomi Indonesia vang masih
tidak menentu akhir-akhir ini, sehenar-
nya tantapgan dalam pengembangan
agribisnis tetap teramat komplelks, Posisi
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tulisan ini hanyva untuk melihat penting-
nya pengembangan ‘sistem agribisnis-
bersama’ karena secara teoritis ini dinilai
bisa berfungsi sebagai ammeliorative
mechanism  terhadap  dampak  situasi
ekonomi makro yang menggangeu ke-
langsungan kemitraan dalam agribisnis,
Berikut akan disampaikan argumen-ar-
gumen vang berkenaan dengan itu.

Pada usahatani-kontraktual, per-
seteruan kepentingan antara masyarakat
{petani) dan dunia usaba tidak benar-
benar terselesaikan. Hubungan-hubung-
an yang terjadi hanva sampal mewujud-
kan kompromi kepentingan yang terin-
stitusi dalam bungkus kemitraan yang
sebenarnva tidak mengarah pada pem-
berdavaan ekonomi masyarakat, Sepan-
jang ini terlihat kecenderungan vang ti-
dak pasti apakah kompromi kepentingan
tersebut penvelesaiannya diserahkan ke-
pada mekanisme pasar atau dengan
mengutamakan peran pemerintah, Mela-
lui mekanisme pasar, kompromi antara
dunia usaha dengan masvarakat, atau
antara investor dengan masvarakat, atan
antara mitra penghela dengan petani,
biza diharapkan tercipta dengan sendiri-
nva dalam kondisi sukarela dimana indi-
vidu-individn akan memilih transaksinva
sendiri untuk melakukan bisnis pertani-
annya. Tetapi hal tersebut mustahil ter-
jadi karena pada dasarnya mekanisme
pasar tidak dapat berlangsung secara
sempurna ataw mempunyai keterbatasan
untuk dapat mendorong hubungan du-
nia usaha dengan masyarakat seperti se-
bagaimana yvang dibarapkan. Keterba-
tasan mekanisme pasar tersehut mern-
pakan akibat permasalashan interdepen-
densi antara pihak-pihak vang berke-
pentingan terhadap agribisnis (stake-
holders), vaitu situasi yang memunglin-
kan kerjasama dan sekalipus pertikaian
di antara mereka (lihat Schmid, 1987,
Selanjutnya, akibat pasar vang tidak

semptrna ind muneul masalah tidak ter-
capainva optimal Pareto {vakni kondisi
ketika masvarakat atau petani boleh me-
ningkatlkan pendapatannya, dan kemi-
Lraan dalam agribisnis tidak akan meru-
gikan dunia usaha, sebagai akibat dan
alokasi sumberdayva-sumberdaya agribis-
nis). Pasar vang baik mungkin bisa men-
dorong efisiensi agribisnis vang mening-
katkan nilai tambah produk, tetapi
seringkali pagal menciptakan distribusi
dari nilai tambah dimaksud secara adil,
sehingea dalam  kenvataan sehari-hari
armal biasa terjadi dikotomi antara efisi-
ensi dan distribusi,

Alternatif bagi kegagalan pasar
tersebut dalah dengan mengadopsi 'sis-
teny agribisnis-hersama’. Dalam  corak
demikian, nilai tambah agribisnis oto-
matiz diakui sebagai milik bersama ma-
svarakat {collectve goods), milik semua
pelaku agribisnis termazuk dunia usaha.
Semua pihak berhak mendapat bagian.
(Heh sebab itu vang diperlukan adalah
nstitusi agribisnis dengan aturan main
vang kuat agar distribusi bisa berlang-
sung adil dan sekaligus memihak atan
memberdayakan petani. Dalam tatanan
ini, negara {pemeriniah} diharapkan me-
mainkan peran spesifik untuk memba-
ngun dan selalu memperkuat institusi
agribisniz, yaitu apa vang tidak dapat
diperankan oleh pasar. Selanjutnya,
negara diharapkan bisa mengaloumulasi
moral agar semua pihak mengambil
manfaat agribisnis atas dasar pertim-
bangan etis dan moral. Dengan kata lain,
dalam hal ini, kebijaksanaan publik se-
mestinya dapat mengomandoi aturan-
aturan  agribisnis  uotuk menciptakan
distribusi vang adil dan memberdayvakan
masyarakat atan petani (lihat North,
1991). Tindakan publik vang cukup po-
puler dan lebih adil vang agaknya bisa
dilakukan sehubungan dengan ini ialah
bagaimana pemecrintah dapat mengen-
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dalikan eksternalitas yang inheren dalam
sistem agribisnis dengan memberlaln-
kan pajak maupun subsidi, dengan per-
aturan dan tata hukum yang dapat dipet-
fanggung-jawahbkan.?

Gerak kemitraan, apalagi ke arah
‘sistem  agribisnis-bersama’, agaknya
lamban. Dalam arena usahatani-kon-
tralktual, kepentingan petani dan dunia
usaha memang bisa dikempromikan.
Tetapi di luar itu sebenarnya terjadi per-
tikajan kepentingan yang seringhali
mengakibatkan kepentingan petani ter-
kesampingkan. Tandanya paling zam-
pang terlihat, misalnya, pada kasus tidak
adanya jaminan air bagi pertanian rak-
vat, vang kenyataannva amat menyolok
di pulau Jawas Tulisan ini tHdak akan
menguraikan lebih jauh mengapa mate-
rialisasi 'sistem agribisnis-bersama’ ter-
sendat-sendat. Yang jelas ada petunjuk
mengapa begitu, vaitu karena banvaknya
keputusan publik vang terkait secara
langsung atau tidak langsung dengan
pertanian ataupun agribisnis justru tidalk

* Tindakan yang lebih adil mungkin sudah harus
dipahami dan diperjuangkan sampai pada pem-
herlakuan kompensasi tanpa referensi {compen-
safion without references) untuk pencapaizn
keadilan distributif—pemeratzan dalam pemba-
gian kesejahteraan nasional. Tidak ada jalen lain.
Seakan terhukum oleh aksioma The Low of
hminisking Return', dalam relasi-relasi pertani-
an yang masih dualistik, sistem produksi perta-
nian Indonesia vang diharapkan bisa mening-
katkan preduksi dan produktivitasnya ternyata
sulit menjadi efisien dan tidak kunjung menye-
jahterakan petani. Apalagi tegjadi pula frade-off
sektor-seklor ckonomi yang menyebablan perta-
nian bernilai rendah (undervalue) dan profesi-
profesi yang ada kaitannva dengan pertanian,
temitama schagai petani, berposisi underdog.

3 Bukli empirss tentang ini pernah divogkapkan
dalamn "Lokskarva Wasional Jaminan Air dan
Forum Diskusi OF Prasarana Pengairan dan
Peran Serla Masvarakat” yang diselengzarakan
POT UNPAD, BAPPENAS, MCl-Indnonesia dan
ENT-ICID Komds Jawa Baral di Bandung 15-17
Desember 1007,

melindungi kepentingan petani. Umum-
nya keputusan-keputusan publik tetap
tidak efeltif mengatasi struktur perta-
nian dualistilk warisan kolonial. Jika
pada masa lampau steuktur dualistik
tersebut ditandai oleh dikotomi antara
peruzahaan perkebunan dengan pertani-
an rakyat, maka sekarang adalah antara
dunia usaha dengan pertanian rakyat.
Sebagaimana hanyak dikemukakan, ke-
putusan-keputusan publik tentang agri-
hisnis selalu terkait dengan komitmen
untuk menciptakan sistemn  keamanan
pangan masionzl vang ternyvata amat
diwarnai oleh pendekatan penawaran
vang pada dasarnva justru mengukuh-
kan struktur pertanian vang dualistik
tersebut, Kuatnva gerakan untuk meneca-
pai dan mempertahankan swasembada
beras dengan pendekatan penawaran
pada masa lalu bukan saja menghasilkan
prestasi tetapi sekaligus telah menimbul-
kan preseden vang tidak mendukung sis-
tem agribisnis dan kemitraan sendici
{lihat Laporan Khusus Majalah Ummat
MNo. 26, Thn. 111/12 Januari 1998).
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